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- BPK Kritisi
Sembilan Pemda

M Laporan JKN Pontianak Belum Standar

PONTIANAK, TRIBUN -

Badan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) Perwakilan Kalbar
menyerahkan hasil pemerik-
saan kinerja dan pemeriksa-
an dengan tujuan tertentu
(PDTT) belanja daerah kepa-
da sembilan entitas kabupa-
ten/kota se-Kalbar di ruang
pimpinan lantai dua Kan-
tor BPK Kalbar, Pontianak,
Rabu {21/12). Sembilan pe-

hasil pemeriksaan
atas belanja daerah
menunjukan terda-
pat beberapa temu-
an yang termasuk

nyelenggaraan JKN bahwa
masih terdapat kondisi yang
perlu diperbaiki atau diting-
katkan agar sesuai standar
dan lebih memadai pada
aspek penyelenggaraan pro-
gram JKN.

“Kedua pemeriksaan ki-
nerja atas pemenuhan sa-
rana dan prasarana dalam
rangka peningkatan akses
pendidikan dasar dan me-

merintah daerah itu yakni, . nengah yang berkualitas ta-
Pemprov Kalbar, Kota Pon- dalam kategOI'l hun anggaran 2014 sampai
Cendo Mo ey, Kerugian keuangan  dengan 2016 semestr st
Kubu Raya, Singkawang, negal‘.a paten Sekadau dan Kabupa-
dan Sintang, ten Melawi,” ujarnya.
Kepala BPK Perwakilan Ida Sundari Menurut Ketua BPK ini,

Kalbar Ida Sundari menga-'

Kepala BPK Perwakilan Kalbar

hasil dari pemeriksaanya

takan area, tujuan, dan menyimpulkan masih terda-
hasil pemeriksaan kinerja pat kondisi yang perlu diper-
dilakukan pada enam enti- dan Kabupaten Sambas ta- baiki atau ditingkatkan agar
tas. "Pertama pemeriksaan hun 2015 dan semester satu  sesuai standard dan lebih
kinerja atas penyelenggara- tahun 2016,” kata Ida dalam memadai serta berkualitas.

an program Jaminan Kese-
jatan Nasional (JKN) pada
Pemeritah Kota Pontianak

paparannya. .
Menurut Ida, hasil pe-
meriksaan kinerja atas pe-

Perbaiki Kinerja

ASISTEN || Pemprov Kalbar
Lensus Kandri mengapresi-
asi atas penyerahan Lapor-

- an Hasil Pemeriksaan (LHP)

Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Kalbar ke-

dengan adanya LHP ini akan
memperbaiki kingrja Pem-
prov Kalbar, maupun peme-
rintah kabupaten/kota.
“Misalnya yang menda-
patkan opini WTP dari seki-

“Kemudian yang ketiga
pemeriksaan kinerja atas
pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan izin
gangguan/Hinder Ordonan-
tie (HO) tahun anggaran
2015 dan 2016 semester
satu pada kantor pelayan-
an terpadu Kabupaten Ke-
tapang dan instansi terkait
lainnya,” beber Ida.

Lanjutnya, hasil peme-
riksaannya masih sama

ggggf“ pada Pemprov dan kabupa- an, nanti bisa ditingkatkan dengan sebelumnya yaitu
ten/Kota se-Kalbar. lagi opininya. Kemudian bagi  masih terdapat kondisi yang
“Tentunya diharapkan se-  yang opini WTP-nya banyak perlu diperbaiki atau diting-

mua jajaran pemerintah ka- catatan, catatan itu sudah ti- katkan agar sesuai standar,

bupaten/kota segera untuk
menyerahkan ke satuan ker-
ja perangkat daerah dan me-
nindaklanjuti temuan-temuan
yang ada di semester kedua
tahun 2016, ujarnya.
Lensus Kandri berharap

dak ada lagi ini adalah unsur
pembinaan untuk perbaikan
kinerja di masing-masing pe-
merintah,” ujarnya

Menurut Lensus, tidak ada

W Bersambung ke hal. 15

memadai serta efektif.
“Untuk PDTT atas belanja
daerah yang telah dilaksana-
kan pada semester dua 2016
ini, pada tiga entitas yaitu

- B Bersambung ke hal. 15
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Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



